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ABSTRAKSI 

 
Nama : Felisyah Herlinda Sari 

NIM : 202010110311281 

Judul :ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PENYUSUNAN 

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

MOJOKERTO   TENTANG   PEMBATALAN 

PERKAWINAN (Studi Putusan No. 

1674/Pdt.G/2023/PA. Mr). 
Pembimbing : 1. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. 

 2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H. 

 

Prosedur pelaksanaan peradilan Hukum Acara Perdata pada tingkat 

pertama mencakup serangkaian tahapan hukum yang harus diikuti dalam 

penyelesaian sengketa, tahapan tersebut melibatkan gugatan, jawaban 

gugatan, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Berdasarkan 

penelitian dilapangan peneliti mengkaji perkara perdata pembatalan 

perkawinan dengan nomor register perkara, 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr dengan 

penggugat berinisial NF dan Tergugat berinisial (Almarhum) HS. NF 

mengajukan pembatalan perkawianan antara HS yang merupakan suaminya 

dengan ELU, dikarenakan terdapat cacat formil saat pengesahan pernikahan 

antara tergugat dan HS dilaksanakan dimana tidak diketahui oleh NF sebagai 

isteri sah HS. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio legal dengan 

data primer dari kegiatan magang di Oke Law Firm | eko & co, dan data 

sekunder dari kepustakaan. Proses penyelesaian melibatkan pelimpahan 

kuasa khusus, pengajuan gugatan, jawaban gugatan, dan putusan akhir. 

Dalam konteks pengadilan, peneliti menyoroti ketidaksesuaian antara 

prosedur hukum acara dan substansi putusan hakim terkait kelalaian dalam 

prosedur sidang yang tidak sejalan dengan Hukum Acara Perdata. Penelitian 

menunjukkan perbedaan konsekuensi hukum antara pertimbangan hukum 

dan amar putusan hakim, menciptakan inkonsistensi. Penilaian lebih lanjut 

diperlukan terutama terkait proses pembuktian yang tidak sesuai dengan 

prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Evaluasi konsistensi penerapan 

prosedur pembuktian oleh majelis hakim dapat dilakukan oleh Badan 

Pengawas Mahkamah Agung. Tujuan pemeriksaan ini adalah memastikan 

integritas, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap putusan majelis 

hakim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses 

pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

KATA KUNCI: Pembatalan Perkawinan, Putusan Hakim, 

Hukum Acara Perdata. 
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ABSTRACT 

Nama : Felisyah Herlinda Sari 

NIM : 202010110311281 

Judul : JURIDICAL ANALYSIS OF THE STAGES OF 

DRAFTING THE VERDICT OF THE MOJOKERTO 

RELIGIOUS COURT JUDGES REGARDING 

CANCELLATION MARRIAGE (Verdict 

No.1674/Pdt.G/2023/PA.Mr). 

 
Pembimbing : 1. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. 

 2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H. 

 

 

The procedural implementation of Civil Procedure Law at the first level 

involves stages like filing a lawsuit, responding, presenting 

counterarguments, providing evidence, concluding, and issuing a judgment. 

Field research focused on case 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr., an annulment case 

with the plaintiff NF and late defendant HS. NF sought annulment due to a 

formal defect in the marriage certification between HS and the defendant, 

unknown to NF as HS's legal wife. The socio-legal research method used data 

from an internship at Oke Law Firm | eko & co and literature. The resolution 

process includes special power delegation, lawsuit filing, response, and final 

judgment. 

In the court context, the study highlights inconsistencies between 

procedural law and judges' decisions, especially in negligence during trial 

procedures not aligned with Civil Procedure Law. Differences in legal 

consequences between legal considerations and judges' decisions create 

inconsistency. Further assessment, particularly regarding evidence 

procedures not complying with civil procedure law, can be evaluated by the 

Supreme Court Supervisory Board. The examination aims to ensure integrity, 

fairness, and legal certainty in judgments. It verifies that the evidentiary 

process aligns with regulations. 

KEYWORDS: Marriage Annulment, Judges' Decision, Civil Law 

Procedure. 
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